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STUDI TENTANG PELAYANAN PEMBERIAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN DI KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PINTU (KP2TSP) KABUPATEN
KUTAI BARAT

Jefrisent

Abstrak

Jefrisen, Studi Tentang Pelayanan Pemberian Izin ndiikan
Bangunan Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu S&mtu (KP2TSP)
Kabupaten Kutai Barat. Di bawah bimbingan Bapak .Idsud Kondorura, M.Si
dan Bapak Budiman, S.IP, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan darenganalisisi
bagaimana pelayanan pemberian izin mendirikan baagudi Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) KabupatenaKWBarat, serta untuk
mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaanygeda di Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) ifadien Kutai Barat.

Sumber data diperoleh dengan menggunakan sisteplisgnpurposive
yang dimana sampel ditentukan oleh peneliti secsetektif dan dianggap
memiliki informasi yang cukup memadai dan menasi&dangkan untuk analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah odet deskriptif kualitatif,
yang mana penelitian yang bertujuan untuk memberikgmbaran serta
penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analidata model interaktif dari Miles
dan Hubermen, yang diawali dengan proses pengumpdsa, penyederhanaan
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Pelasin Perijinan
Terpadu Satu Pinti (KP2TSP Kabupaten Kutai Baratdatu mengupayakan
pemberian pelayanan yang terbaik khususnya untukayaean yang
berhubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan. Naolam pelaksanaannya
belum maksimal, serta hambatan-hambatan dalam p=melini yaitu
Kurangnya fasilitas pelayanan yang memadai, kesaaanasyarakat yang masih
rendah tentang pentingnya surat IMB, serta pelayayang diberikan aparat
masih lamban.

Kata Kunci : Pelayanan Pemberian Izin MendirikamBanan

Pendahuluan

Dalam organisasi pemerintahan, pelayanan kepadgana&st adalah
tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindariekar merupakan kewajiban
menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakarepelayang terbaik kepada
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masyarakat. Karena hal ini telah diatur oleh pem&hi sehingga otomatis telah
menjadi sebuah kewajiban maka sepatutnya pemermeicari solusi terbaik
untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yamg skhadapi, termasuk
kendalaintern yaitu yang mana kendala tersebut bersumber d&mdastansi
pemerintahan itu sendiri maupeksternyang dimana kendala yang datangnya
dari masyarakat pengguna jasa dalam kaitan deng@yaman umum yang
ditanganinya. Selain itu, sebaiknya pegawai haresartiasa memberikan
pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyaralatsettih

Karena dengan adanya pelayanan dengan kualitas Yk,
masyarakat akan merasakan kepuasan terhadap @elagasebut dan berdampak
positif pada sikap masyarakat. Hal ini dikarenakepuasan merupakan perasaan
senang atau kekecewaan seseorang yang terwujupedbandingan antara kesan
terhadap kinerja seseorang dan harapannya.

Sedangkan fakta lain yang terjadi dan umumnya kipk&an oleh
aparat pemerintah yang berkaitan dengan pelayandiikpyaitu adanya
diskriminasi dalam pelayanan. Hal ini dapat dililyaing mana ada sebagian
masyarakat yang memperoleh kemudahan didalam pelay&arena adanya
kedekatan hubungan antara aparat sebagai pempanala dengan masyarakat
yang dilayani sehingga pelayananannya lebih mudatcdpat.

Salah satu masalah yang peneliti peroleh dari wghsersementara
adalah tidak puasnya masyarakat terhadap cara d&@njgpelayanan aparat yang
lebih mengutamakan kerabat serta keluarga, sehinggayebabkan sebagian
masyarakat kecewa.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelayanan aparatur pemerintah dalam grelaypemberian
Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayananziem Terpadu
Satu Pintu (KP2TSP) di Kabupaten Kutai Barat?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam memberikayqehn pemberian
Izin Mendirikan Bangunan pada Kantor Pelayananziem Terpadu
Satu Pintu (KP2TSP) di Kabupaten Kutai Barat

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelayanan aparatur pemerintahmdgbelayanan
pemberian lzin Mendirikan Bangunan di Kantor Peteya Perizinan
Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupaten Kutai Barat.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang ajtgdhak aparatur
pemerintah dalam pelayanan pemberian Izin MendiriBangunan di
Kecamatan Kutai Barat.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Adalah untuk memberikan informasi terkini bagi pempangan bidang disiplin
ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan demgasalah kualitas
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pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan khugsusli Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Kabupateailgdrat.

Manfaat Praktis

Adalah untuk memnberikan tambahan pengetahuanefarensi bagi penelitian
dalam bidang pelayanan publik khususnya dalam aekaydi sektor administrasi
perizinan, dan dapat pula menjadi bahan masukarbeagagai pihak khususnya
pelaksana pelayanan administrasi perizinan dalarh imia perizinan Izin
Mendirikan Bangunan agar dapat meningkatkan kisafitdayanannya lebih baik
lagi.

Landasan Teori

Pemahaman Konsep Pelayanan
Kata pelayanan dapat mengandung arti fasilitaslaypean sangat

berhubungan dengan kemampuan untuk memberikantsdseada orang lain

dapat menimbulkan rasa simpatik bagi orang tersebut

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2006:5) :

Pelayanan atau jasa merupakan semua aktivita®ekgang hasilnya tidak
merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksng biasanya dikonsumsi
pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkanndamberikan nilai
tambah.

Menurut Moenir (2006:190) pelayanan ada tiga magaitn sebagai berikut:

1. Layanan dengan lisan, layanan ini dilakukarh ghetugas-petugas di

bidang hubungan masyarakat, bidang layanan informas bidang-
bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan &&terangan
kepada siapapun yang memerlukan. Agar layanan erasil sesuai
dengan yang diharapkan, maka diperlukan beberagatsyang harus
dipenuhi, yaitu :

a. Memahami benar masalah-masalah yang termaaldmd

bidang tugasnya.

b. Mampu memberikan penjelasan apa yang perlugagten
lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga menamaslagi
mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenaates
Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.

. Meski dalam keadaan “sepi” tidak “ngobrol” daarcanda
dengan teman, karena menimbulkan kesan tidak idigigin
melalaikan tugas.

e. Tidak melayani orang-orang yang ingin sekéedagobrol”
dengan cara yang sopan.

2. Layanan melalui dengan tulisan, pada dasarmrapakan layanan yang
memlalui tulisan dan cukup efisien terutama bagaman jarak jauh
karena faktor biaya. Agar layanan dalam bentuk saunli dapat
memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang hdiperhatikan ialah
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faktor kecepatan, baik dalam pengelolaan masalatpumadalam proses
penyelesaiannya (pengetikan, penandatanganan,esiripnan kepada
yang bersangkutan). Pengiriman yang dilakukan gegmiknya melalui
jasa pengiriman yang lebih cepat, dimana saatenng dipromosikan

sebagai layanan pengiriman cepat. Layanan tulisadirit dari dua

golongan, yaitu :

a. Layanan berupa petunjuk informasi dan yangensgj
ditujukan  pada orang-orang berkepentingan, agar
memudahkan mereka dalam berurusan dengan inst@usi a
lembaga.

b. Layanan berupa reaksi tertulis atau permamoteporan,
keluhan, pemberian/penyerahan pemberitahuan dam lai
sebagainya. Untuk lebih mempercepat layanan tyliseka
harus dibuat standar blanko surat kabar baik stasdeat
berkepala maupun standar materi bagi keperluan yang
sifatnya rutin. Dibidang pekerjaan perkantoran diaisasi
surat sangat perlu, selain mempercepat pekerjagnyatuk
keperluan : efesiensi waktu dan biaya, kemudahdanda
memperkecil kesalahan. (Moenir, 2006:193).

3. Layanan berbentuk perbuatan, yang mana dalayatean sehari-hari
jenis layanan ini memang tidak terhindar dari layafisan, jadi antara
layanan perbuatan dan layanan lisan sering bergathal ini terjadi
dikarenakan berhubungan lisan paling banyak dilakudalam hubungan
pelayanan secara umum.

Pelayanan Publik

Inu Kencana (dalam Husni 2013:28) mengatakan, bgtelayanan publik
adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh penarirterhadap sejumlah
manusia yang memiliki setiap kegiatan yang dilakui&keh pemerintah terhadap
sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yemenguntungkan dalam
suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepumasskipun hasilnya
tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Aswin (2000 : 33), pelayanana publik adalaebala kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengamakakasar setiap warga
negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, eltatampan administrasi yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang teldagan kepentingan publik.

Standar Pelayanan
Standar pelayanan menurut KEPMENPAN Nomor 63 Tat2003,
sekurang-kurangnya meliputi :
1. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberipdaerima
pelayanan termasuk pengaduan.
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2. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat perga
permohonan sampai dengan penyelesaian termasucheary

3. Biaya / tariff pelayanan termasuk rinciannya yantetdpkan
dalam proses pemberian pelayanan.

4. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengemtkan yang
telah ditetapkan. Penyediaan sarana dan prasagtammpan yang
memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

5. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus dimtagkngan
tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketesmpgikap,
prilaku yang dibutuhkan.

Pelayanan Prima

Dalam pelayanan prima di sektor publik sering kiifjadi adanya
kesenjangan dalam kualitas pelayanan (Service @uadincept) dalam Tjiptono
(2005 : 136 — 137). Konsep ini memformulasikan wchaléingkat kualitas
pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan, terd&pdtima) macam gap /
kesenjangan yang menjadi ukuran kepuasan antara lai

1. Tidak memahami kehendak konsumen. Hal ini terjakiba pihak
manajemen tidak dapat merasakan secara tepat agalj&@hendaki atau
menjadi pertimbangan konsumen.

2. Penerapan standar kualitas tidak tepat, hal ini umekkan adanya
perbedaan persepsi manajemen dan penetapan spEsifgkandar
pelayanan untuk memenuhi kehendak konsumen.

3. Kurangnya pemenuhan pelayanan hal ini terjadi jkdaksana tidak
mampu menyampaikan pelayanan sebagaimana mestpgtisyang
telah ditetapkan manajemen.

4. Pelayanan tidak sesuai dengan yang dijanjikan,phar&konsumen juga
dipengaruhi oleh janji-janji yang disampaikan padaat terjadi
komunikasi.

5. Pelayanan yang tidak memuaskan hal initerjadi dg@ai®layanan yang
dirasakan konsumen tidak seperti yang diharapkan.

Izin Mendirikan Bangunan

Dalam Peraturan MENDAGRI Nomor 32 Tahun 2010 masjan
Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjeamstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau selariliengda diatas dan atau di
dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagapatie tinggal manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau téntpaggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaypun kegiatan khusus.
Sedangkan Bangunan bukan gedung adalah suatu pdemujfisik hasil
pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempatckg@nnya, sebagian atau
seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanahatin air, yang tidak
dipergunakan untuk tempat hunian atau tempat tingga
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Bangunan menurut PERDA Kabupaten Kutai Barat Noftoimahun 2012,
Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjeamstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau selarbengda diatas air dan atau
didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi seb@gapat manusia melakukan
kegiatan baik untuk hunian atau tempat tinggal,idtag keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, maupuatiadghusus.

Sedangkan IMB sendiri merupakan izin yang diberikmtuk melakukan
kegiatan membangun yang dapat diterbitkan apabit@ana bangunan dinilai
telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspekar@ahan, aspek
perencanaan, aspek teknis, aspek kesehatan, agpglankanan dan aspek
lingkungan.

Manfaat Izin Mendirikan Bangunan
Sesuai dengan Peraturan MENDAGRI Nomor 32 TahufhO 2@&ntang
Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, yaitu :
a. Bupati/Walikota memanfaatkan pemberian IMB untuk :
- Pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan.
- Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yangamam keamdalan
bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kengandan kemudahan.
- Mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dergfanbangunan dan
serasi dengan lingkungannya.
b. Pemilik IMB mendapat manfaat untuk :
- Pengajuan sertifikat fungsi bangunan.
- Pemperoleh pelayanan ultilitas umum seperti pengasanh penambahan
jaringan listrik air minum, telepon, dan lain-layan

Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori dan konsep yang telah dijabattah para ahli maka
peneliti membuat definisi konsepsional penelitiabagyai berikut :
Pelayanan atau bantuan yang diberikan oleh sebbak kepada pihak lain, baik
dalam bentuk fasilitas ataupun jasa. Dengan tujpdrak lain yang telah
diberikan pelayanan merasa senang dan puas. Didadgmalitian ini, peneliti
melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Perizinegrpadu Satu Pintu
Kabupaten Kutai Barat, khususnya dibagian periziaanMendirikan Bangunan
Bangunan, hal ini dikarenakan masih adanya keluhmasyarakat terhadap
pelayanan dibagian tersebut. Adapun aturan dalafaygean berdasarkan
KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman UrRenyelenggaraan
Pelayanan Publik, PERMENDAGRI Nomor 24 Tahun 2086tang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,ERIMEPNDAGRI Nomor 32
Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendifengunan.
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Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adahelalui pendekatan
kualitatif, yang mana artinya penelitian yang disudk untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek pi@meimisalnya perilaku,
persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengara deskripsi dalam bentuk
kata-kata dan bahasa, pada suatu kontek khusus afangah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alami.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian pada penslitia, adalah sebagai

berikut :

1. Pelayanan pemberian IMB pada Kantor Pelay&w®izinan Terpadu
Satu Pintu di Kabupaten Kutai Barat, terkait dal@mhal sebagai
berikut :

a. Keterbukaan.
b. Kepastian Hukum.
c. Ketepatan waktu.
2. Hambatan yang dihadapi dalam memberikan pedeyaiviB oleh
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu KatleapKutai Barat

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yaitu di KP2TSP Kabupakanai Barat. Peneliti
tertarik untuk menjadikan KP2TSP sebagai lokasieptan didasarkan pada
pertimbangan bahwa KP2TSP Kabupaten Kutai Baratipadian “ujung tombak”
terdepan unsur pelayanan kepada masyarakat yarmgatsatrategis berperan
dalam memberikan pelayanan yang dimana izin méwagirbangunan merupakan
berkas yang sangat penting bagi masyarakat untuklinlean sebuah bangunan,
disamping itu izin mendirikan bangunan juga bisanja®in terhadap standar
atau kualitas bangunan tersebut dan juga bisa menjeeamdalan bangunan dari
segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamjdaderta dapat
mewujudkan bangunan yang fungsional yang sesuaatetata bangunan dan
serasi dalam lingkungannya.

Sumber Data
Adapun data-data yang dapat dijadikan sumber irdermdalah sebagai berikut :
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti se¢angsung dari
responden baik data dari sampel maupun informan pdegrelitian yang
langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Batebut berkaitan
dengan analisis status IMB terhadap hak milik rurtexhpung. Dimana
dengan data ini peneliti mampu menemukan permamalabcara lebih
terbuka karena informan diminta pendapat sertédeeya.
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b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan pemelas
mengenai bahan data primer. Data sekunder dipembdehhasil studi
pustaka terdiri dari buku-buku dan peraturan pesingeundangan, dan
sumber tertulis lain yang berhubungan erat dengasalah yang ada
sehingga sumber data sekunder dalam penelitiaadalah merupakan
sumber data yang tidak langsung memberikan ketaraggng bersifat
mendukung sumber data primer.

Teknik Pengumpulan Data

a.
b.

Penelitian Kepustakaan

Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan yaitu penelitian langsung Keado yang menjadi

objek penelitian, seperti :

- Observasi, adalah pengumpulan data dengan melakgkagamatan dan
pencatatan langsung terhadap objek penelitian.

- Informan (wawancara), yaitu mengumpulkan data dergistem tanya
jawab kepada orang yang menguasai permasalahanjiknémormasi
dan bersedia memberi informasi

- Dokumentasi, yaitu pengumpulan data / gambar.

Analisi Data
Berdasarkan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberf@alam Sugiyono,

2009:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam amdiga kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus meersampai tuntas sehingga
datanya sudah jenuh. Data dalam penelitian tindakandianalisis dengan
menggunakan analisis kualitatif model Miles-Hubemn{&atori dan Komariah,
2009:39) yang dilakukan dengan langkah-langkahgselirerikut:

a.

b.

Pengumpulan Dat&éllection Datgd merupakan data pertama atau data
mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.

Penyederhanaan DataReduction Datp adalah proses memilih,
memfokuskan, menyederhanakan dengan membuat aistnadngubah
data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedatatatan yang telah
disortir atau diperiksa.

Penyajian Datal(splay Datg adalah penyusunan informasi dengan cara
tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpatizim pengambilan
tindakan.

. Penarikan KesimpulanCénclusion Drawing/Verification yaitu proses

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturarg-gmié, penjelasan
konfigurasi yang mungkin terjadi, sebab akibat ¢moposi penelitan.
Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian Gegsung.
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Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelayanan aparatur pemerintah dalam pelayanan pemberian 1zin Mendirikan
Bangunan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) di
Kabupaten Kutai Barat.

Kemampuan aparatur pemerintah merupakan salah feddior yang
menentukan dalam tercapainya tujuan sebuah organldatuk melaksanakan
tugas dan fungsi pada KP2TSP dalam pelayanan IMBabupaten Kutai Barat
pada umumnya membutuhkan aparatur yang memadabelkualitas, karena
kegiatan suatu unit kerja jika tidak didukung dengamber daya yang baik maka
akan sulit untuk dapat mencapai tujuan organisasy yelah ditetapkan.

Sedangkan untuk waktu penyelesaian pengurusan &imnatMendirikan
Bangunan, terkadang melampaui batas waktu yand téikentukan. Hal ini
tentunya menjadi salah satu penyebab penilaian arelsyt terhadap pelayanan
KP2TSP menjadi tidak baik. Dengan adanya kemungkinia maka pihak dinas
KP2TSP mengambil keputusan untuk sering berkoosditeshadap instansi lain
yang terkait.

Sedangkan untuk kepastian hukum yang ada, teradmlagh PERDA Nomor
14 tahun 2002 Tentang RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANUNAN,
dijelaskan bahwa setiap orang pribadi dan atau rba@ag akan mendirikan
bangunan harus mendapatkan ljin dari Kepala Daex@u Pejabat yang
berwenang. Hal tentang ijin mendirikan bangunaasj@iatur dalam perda yang
mana apabila ketentuan tersebut dilanggar akannales sanksi sebaliknya
apabila ketentuan tersebut diikuti maka setiap granbadi atau badan yang
mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan ydaly thatur maka akan
dilindungi oleh hukum yang ada.

Keterbukaan

Keterbukaan dalam pelayanan publik menginginkanwhalpemerintah
dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat heeosliki sikap terbuka
dan dapat diakses serta disediakan secara memadamddah dimengerti.
Pelayanan publik yang berdasarkan dengan keterbuidean terjamin apabila
aparat KP2TSP dalam proses pemberian pelayanarkdgerterbuka kepada
masyarakat dalam menjelaskan secara lisan darartutentang pelayanan di
KP2TSP Kabupaten Kutai Barat. Mengingat keterbuldeam pelayanan sangat
penting diperhatikan oleh aparat KP2TSP KabupatartaiK Barat dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan pada KP2TSP Kabupaten Kutai Barat terkbhgan
keterbukaan juga dapat terlihat jika aparat meskala kepada masyarakat yang
ingin bertanya tentang persyaratan dalam menguwli serta adanya papan
informasi yang menjelaskan secara tertulis tenfargyaratan serta biaya yang
diperlukan dalam mengurus IMB. Sehingga masyardéaim hal ini akan mudah
mengerti tentang semua persyaratan dan biaya yigegukan dalam mengurus
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IMB. Dengan begitu keterbukaan dalam pelayananipablKP2TSP Kabupaten
Kutai Barat akan lebih maksimal.

Menurut Bapak Jumai, salah satu masyarakat yangaksud ingin
mengurus surat ijin mendirikan bangunan, menuturkan

“Pelayanan aparatur pemerintah dalam pelayanan kboga pada

pelayanan kepengurusan surat ijin mendirikan bamginmasih kurang

baik hal ini disebabkan prosedur yang sulit dipahadan masa
penyelesaian surat ijin melewati waktu yang teladrdukan”. (wawancara

14 Januari 2016).

Hampir senada yang disampaikan oleh lbu Evi soati&la yang dialami
ketika mengajukan surat ijin mendirikan bangunaeanuaturkan :

“Ada kendala yang dirasakan, dimana persyaratan g/anenurut saya
lumayan banyak dan adanya biaya yang diperlukamkumengurus surat
ijin mendirikan bangunan”. (wawancara 14 JanuarilB).

Terkait penjelasan diatas, berikut penuturan lba.Ritha Erny, MM
sebagai Sekretaris KP2TSP Kabupaten Kutai Barat :

“Aparat dalam hal keterbukaan sudah jelas dan sudeatbuka, hal ini

ditunjukkan dengan apabila ada pertanyaan dari raaskat tentang

persyaratan dan biaya untuk mengurus IMB, kamilgeteenjawab tentang
apa saja yang diperlukan dalam persyaratan pengamuderbagai

dokumen. (wawancara 14 Januari 2016).

Dari penyataan sekretaris bahwa aparat terkaitaekgterbukaan sudah
menjawab dan menjelaskan kepada masyarakat yang ipgrtanya dan
menjawab apa saja yang diperlukan dalam persyadatam pengurusan IMB di
KP2TSP Kabupaten Kutai Barat. Serta KP2TSP KabupHKigtai Barat sudah
menyediakan papan informasi tentang persyaratamidga mengurus IMB. Jadi
terkait keterbukaan dalam pelayanan, aparat KP2K&Bupaten Kutai Barat
sudah mengupayakan terbuka kepada masyarakat dengajelaskan dan
menjawab masyarakat yang ingin bertanya serta sudahyediakan papan
informasi.

Salah satu contoh keterbukaan dalam pelayanan BaRla tentang rincian
biaya pengurusan IMB, berikut peneliti memberikaalals satu contoh
perhitungan rincian biaya pengurusan IMB :

Rumah Tinggal | Lantai dengan Luas Bangunan = 50 m?

a. Luas Bangunan Lt.| = 50.00 m2 x 821.000 x 1.00 ©80.000.00

b. Teras =3.25m2x 4100 x 1.00 = 1.332.200.00

c. Taman =586.75 m2 x 100.000 x 1.00 = 58.675.000.00

d. Septicktank = 1.00 bh x 250.000 x 1.00 = 250.000.00

e. Sumur Pompa = 1.00 bh x 250.000 x 1.00 = 250.000.00

f. Pagar Besi = 20.00 m? x 75.000 x 1.00 = 1.500.@00.0

g. Pagar Tembok = 84.00 m* x 50.000 x 1.00 = 4.2000@00

h. Jumlah = 107.257.500.00

Biaya Sempadan BAru : 1.2% x 107.257.500.00 = 10%8¥00
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P3 Gambar : 7% x 1.287.090.00 = 90.096.30
Papan Proyek : 1 x 25.000.00 = 25.000.00
BAPL =1.000.000.00

Jumlah =2.402.186.30

Dibulatkan = 2.403.000.00

Biaya Pengurusan IMB :

Retribusi 2.403.000

Rekomendasi Lingkungan 1.000.000

Fee Pengurusan 500.000

Total yang harus dibayaRp. 3.903.000,-

Kepastian Hukum

Aspek Penting dalam memaksimalkan pelayanan puatialah agar
pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan kapdstikum. Kepastian hukum
dalam pelayanan publik menginginkan bahwa pemérirdalam meberikan
pelayanan harus didasarkan dengan peraturan pagxdaangan yang berlaku.
Pelayanan publik yang berdasarkan dengan kepabti&nom akan terjamin
apabila setiap perbuatan yang dilakukan aparatrdalamberikan layanan tidak
menyalahi undang-undang yang ada. Aparat KP2TS3tdit wajib mematuhi
dan menjalankan peraturan yang ada demi memaksimgdelayanan publik
yang sesuai dengan kepastian hukum.

Dengan begitu masyarakat akan merasa adil dalaaygredn, karena aparat
KP2TSP dalam memberikan pelayanan memperhatikardakam dan
perbuatannya sesuai dengan aturan yang ditentukan.

Pada PERDA Kabupaten Kutai Barat No 14 Tahun 20&#ahg Retribusi
ljin Mendirikan Bangunan disebutkan retribusi unijik mendirikan banguann
diukur berdasarkan klasifikasi dan volume bangunan.

Adapun menurut pernyataan Bapak Kevin, yang mergdr belakang
dirinya mengajukan / mengurus surat ijin mendirikangunan, adalah :

“Tujuan saya mengajukan surat ijin mendirikan bango di Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Baragiar kedepannya

bangunan yang saya dirikan mendapat perlindungatuhusesuai dengan

ketentuan / aturan yang ada”. (wawancara 14 Jan2916).

Berdasarkan dengan hal diatas, berikut pernyataaBia. Ritha Erny, MM
sebagai Sekretaris KP2TSP Kabupaten Kutai Barat :

“Untuk setiap wajib retribusi, dapat mengurus paastan sesuai dengan

persyaratan yang telah ditetapkan serta biaya yaaga menghitungnya

berdasarkan klasifikasi serta volume bangunan”. \fmacara 14 Januari

2016).

Merujuk dari pernyataan Ibu Dra. Ritha Erny, MM agai Sekretaris
KP2TSP Kabupaten Kutai Barat dalam mengurus IMBliheg jelas aparat
bekerja sesuai dengan prosedur dan aturan yarmgdigddapkan.
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Ketepatan waktu

Aspek penting dalam pelayanan publik adalah agdayaean publik
diterapkan berdasarkan dengan ketepatan waktu. p&tete waktu dalam
pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurukiwgang telah ditentukan.
Adapun kurun waktu yang ditetapkan terbagi atasploses:

- Proses Pemeriksaan dan Penelitian / Pengkajian Dokwen

Administratif dan Dokumen Rencana Teknis.

a. Jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hahiteng sejak
penerimaan surat Permohonan IMB dan kelengkapamundek
administratif dan dokumen rencana teknis banguretiurng yang
telah memenuhi persyaratan kelengkapan.

b. Dokumen administratif dan/atau dokumen rencana igek@ang
belum memenuhi persyaratan kelengkapan, dikemlmalkeppada
pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki.

- Proses Administratif Penyelesaian Dokumen IMB

Dokumen IMB diterbitkan dengan jangka waktu paliagbat 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak persetujuan dokumercaea teknis untuk

bangunan gedung pada umumnya termasuk setelahaapariynbangan
teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung untuk persetnjpengesahan
dokumen rencana teknis bangunan gedung.

Pelayanan yang berdasarkan ketepatan waktu dafskstna jika aparat
memperhatikan hal-hal apa saja yang dapat diupayak@am pemberian
pelayanan tepat waktu pada KP2TSP Kabupaten KataitB

KP2TSP Kabupaten Kutai Barat dalam memberikan pelkay sudah
berusaha semaksimal mungkin namun hal ini terkaderkgndala karena pada
kenyataan dilapangan untuk menyelesaikan permohoiB, KP2TSP
berkerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum sebagBD SReknis, yang
terkadang terlambat dalam memantau bangunan yaByy&1 sedang diajukan
maka akan berpengaruh juga terhadap penyelesaizolpenan IMB.

Senada dengan yang dikeluhkan oleh Bapak Jumaisdal selesai proses
surat ijin mendirikan bangunan, Bapak Mika juga geduhkan hal yang sama,
seperti penuturannya :

“Waktu penyelesaian surat ijin khususnya ijin meikdin bangunan yang

saya ajukan sampai sekarang belum selesai, sedangienurut aturan,

seminggu yang lalu surat ijin mendirikan bangunasharusnya sudah
selesai. Sehingga dapat dilihat sendiri, penyelasaurat ijin mendirikan
bangunan tidak selesai tepat waktu seperti ketentyang ada’.

(wawancara 14 Januari 2016).

Hal ini dijelaskan oleh Ibu Dra. Ritha Erny, MM sa&jai Sekretaris
KP2TSP Kabupaten Kutai Barat :

"Karena ada sebagian menganggap mengurus IMB ituteleetele,

sebenarnya dalam hal ini proses administrasinyaeldsaikan di BP2T,

namun untuk tehnisnya tetap berada di SKPD Tekalizna hal ini Dinas
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Pekerjaan Umum (P.U). Kita selalu berkoordinasi giem SKPD Teknis
agar supaya prosesnya bisa dimaksimalkan sesuagaters.0.P yang
ada”. (wawancara 14 Januari 2016)

Meninjau dari pernyataan lbu Dra. Ritha Erny, MMbagai Sekretaris
KP2TSP Kabupaten Kutai Barat, terlihat bahwa KP2T®Fkerja tidak hanya
berdasarkan ketentuan yang ada tetapi juga deregatlus hati. Hal ini terlihat
dengan upaya pihak KP2TSP selalu berkoordinasi ater8KPD Teknis agar
proses penyelesaian sesuai dengan waktu yangoiedatukan.

Hambatan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan IMB oleh Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat

Untuk menggambarkan tentang hambatan-hambatan dadtaganan ljin
Mendirikan Bangunan oleh Kantor Pelayanan Perijif@ipadu Satu Pintu
berarti mempertanyakan tentang hambatan yang dhadeh KP2TSP
Kabupaten Kutai Barat.

Mengenai hambatan-hambatan dalam implementasi mé@beelayanan
prima kepada masyarakat khususnya pada pelayariyaidalah :

1. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktoukneng
dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyahdun pada
keadaan dilapangan, sarana dan prasarana masih dauh yang
seharusnya hal ini terlihat dari table sarana dassgpana yang terlihat
jelas diperlukan lagi peningkatan alat penunjarigyaman.

Sehingga sangat diharapkan akan ada perbaikaasdimakan
datang yang mana adanya penambahan fasilitas pemgiybelayanan
yang belum memadai dalam memaksimalkan pelayanarKaditor
KP2TSP Kabupaten Kutai Barat. Hal ini menunjukkaambatan-
hambatan dalam memaksimalkan pelayanan publik ple@at dilihat
belum memadai fasilitas pendukung pelayanan di &taKP2TSP
Kabupaten Kutai Barat.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingrg IMB

Dimasa sekarang, masyarakat masih berpikir jikaaltagang
menjadi mikiknya baik dengan cara membeli tanasetaut ataupun tanah
sebagai harta warisan, masyarakat tersebut bolefdini@n bangunan
tanpa perlu mengajukan ijin kepada instansi terkadrkait dengan
penjelasan diatas, disampaikan oleh Ibu Dra. Rithay, MM sebagai
Sekretaris KP2TSP Kabupaten Kutai Barat :

“BP2T selalu mensosialisasikan kepada camat-camat epetinggi
dalam wilayah kerjanya untuk memberikan arahan aegtpentingnya
kepengurusan IMB”. (wawancara 14 Januari 2016)

Diharapkan dengan adanya kerjasama yang baikingggh
informasi tentang pentingnya kepengurusan IMB dapslalu
tersampaikan kepada masyarakat umum.
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Kesimpulan

Sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelurantang pelayanan
aparatur pemerintah dalam memberikan IMB pada KIP2K&bupaten Kutai
Barat maka pada bab ini, peneliti akan meulis sesangkat tentang hasil
penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan.

Agar pelayanan bisa efektif maka kemampuan apapatuerintah itu sangat
berperan penting dalam hal tersebut. Baik burukkgmampuan aparatur
pemerintah dapat kita lihat dari berbagai macandaagan baik itu dari segi
pendidikan, jenjang pelatihan jabatan ataupundabagainya.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di KFEH Kabupaten Kutai
Barat yang menjadi kendala bagi aparatur pemerirdalam memberikan
pelayanan IMB dengan efektif di KP2TSP KabupatemaKBarat yaitu dengan
masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mama t@sedianya secara
maksimal khususnya penggunaan komputer, lemarip,ardan kendaraan
operasional.

Dalam penelitian ini penulis menemukan sedikit hatab lain bagi pegawai
KP2TSP Kabupaten Kutai Barat dalam memberikan pelay secara efektif
kepada masyarakat, khususnya dalam pemberian IMBsarana dan prasarana
serta koordinasi yang baik terhadap instansi lamgyterkait.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telehikan sebelumnya,
maka saran yang dapat peneliti kemukakan berkadangan pelayanan
pemberian IMB secara efektif di KP2TSP KabupatemakBarat adalah sebagai
berikut :

a. Menyangkut masalah pengawasan penerbitan IM&sgiya pemerintah
membuat suatu peraturan yang mengikat kepada pibe&kmatan agar
supaya turun bersama-sama dengan Dinas Pekerjaam dan KP2TSP
untuk melakukan pengawasan pada tiap-tiap kecansdeara berkala
sehingga beban kerja khususnya dalam memberikaraygren
pengurusan IMB bisa berkurang karena mengingat ghnpegawali
terbatas dan tidak sesuai dengan beban kerja.

b. Agar terciptanya kepuasan mayarakat dalam pesgo maka sudah
seharusnya pemerintah menyediakan sarana dan grasgang bisa
menunjang kelancaran dalam pelayanan, seperti rdanggu yang
nyaman serta sarana-sarana yang mendukung laibayayang terakhir
apabila ketika mendapati pegawai yang bermalassaaladan
berkeluyuran tidak jelas pada jam-jam kerja semgmusditegur atau
diberikan sanksi dengan tegas sehingga menimbelienjera.
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